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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Krw

الرحيم    الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: 

Penggugat,  NIK:  3215255606970006,  berdasarkan  kartu  tanda  penduduk

kabupaten karawang tertanggal 23 September 2020, Tempat

tanggal lahir, Bekasi, 16 Juni 1997, umur 26 tahun, agama

Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta di PT

Changsin sebagai Operator, bertempat tinggal di Kabupaten

Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Karawang, 27  Agustus 1998, umur 25 tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  Pekerjaan  Buruh  Harian

Lepas,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Karawang,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

       Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  17 April 2024 telah

mengajukan   Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Karawang,  dengan Nomor 1104/Pdt.G/2024/PA.Krw,  tanggal  17 April

2024,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa  Penggugat  telah  menikah  dengan  Tergugat  secara  sah  menurut

hukum  Islam  pada  tanggal  08  September  2019,  dan  tercatat  di  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang dengan bukti
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Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor;  0636/052/IX/2019,  tertanggal  08

September 2019;

2. Bahwa  sebelum  membina  rumah  tangga,  Penggugat  berstatus  Gadis

begitupun Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal  bersama  terakhir  di  rumah  kediaman  orangtua  Tergugat  di,

Kabupaten Karawang;

4. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  hidup  rukun  dan  telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul); serta telah

dikaruniai  seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxx,  Karawang, 28 Maret

2020, Ikut Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2022 sudah

tidak  harmonis  lagi  dalam  menjalani  hidup  berumah  tangga  dikarenakan

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

5.1 Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  terkait  keadaan  ekonomi  rumah

tangga bersama, Tergugat kurang terbuka terkait penghasilan tetap yang

didapatnya, Tergugat memberikan nafkah setiap bulan Rp 800.000,00,-

(delapan ratus  ribu  rupiah)  itu  juga pemberiannya  tidak  menentu  dan

dirasa  Penggugat  merasa  kekurangan,  sehingga  untuk  mencukupi

kebutuhan setiap harinya Penggugat bekerja;

5.2 Di samping itu,  Tergugat kurang mencerminkan sosok kepala keluarga

yang baik, dimana Tergugat sering bermain judi online (slot) dan terlibat

utang piutang, awalnya kabar tersebut diketahui langsung oleh Tergugat

dan setelah ditanyakan Tergugat mengakuinya, oleh karena hal tersebut

Penggugat  merasa  sakit  hati  dan  rumah  tangga  sudah  tidak  dapat

dipertahankan;

6. Bahwa  keretakan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah

didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
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7. Bahwa  keretakan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berlangsung  lama.  Penggugat  berusaha  sabar,  tetapi  Tergugat  tidak

berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa

tidak  nyaman  berumah  tangga  dengan  Tergugat.  puncaknya  pada  bulan

Januari 2023 Penggugat pergi dari rumah kediaman orangtua Tergugat

ke rumah kediaman orangtua Penggugat yang sesuai  dengan alamat

Penggugat  diatas,  dan  sejak  itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

pisah  tempat  tinggal  dan  tidak  lagi  bergaul  layaknya  suami  istri.  Dimana

sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat

sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat

dan Tergugat  sudah tidak dapat  dibina lagi  dengan baik,  sehingga rumah

tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  tidak  tercapai,  dan  oleh

kerena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat

dengan  Tergugat  yang  tidak  kunjung  selesai,  maka  jalan  yang  sangat

maslahat  adalah  dengan  perceraian  dimana  atas  hal  tersebut  telah

dibicarakan dengan keluarga

9. Bahwa  Penggugat  sanggup  untuk  membayar  biaya  yang  timbul  akibat

perkara ini menurut hukum;

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  Penggugat  mohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa

dan  mengadili  perkara  ini  berkenan  untuk  memutus  dengan  amar  sebagai

berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughro  dari  Tergugat  (Tergugat)  kepada

Penggugat (Penggugat).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

ATAU
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Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain,

mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang

menghadap dipersidangan dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya

yang  sah,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dengan  relaas

Nomor  :  1104/Pdt.G/2024/PA.Krw.  ketidakhadiran  Penggugat  tersebut  dinilai

tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan  dan  tidak

mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dengan  relaas  Nomor  :

1104/Pdt.G/2024/PA.Krw.  dan  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  dinilai  tidak

disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagai mana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat yang telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut  sebanyak  dua  kali  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dengan relaas tersebut di atas dan ternyata pula ketidakhadiran

Penggugat tidak berdasarkan berita dan alasan yang sah menurut hukum serta

tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka atas

perkara ini harus dinyatakan gugur; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk

menggugurkan gugatan Penggugat tersebut.  Hal  ini  telah sesuai  dengan

pasal-pasal 124 HIR;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  89  ayat  (1)  Undang  Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

ditambah  dengan  Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan
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Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara

ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  akan  ketentuan  di  dalam  Peraturan  Perundang-undangan

yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;  

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga

saat  ini  sejumlah  Rp.825.000,00  (  delapan  ratus  dua  puluh  lima ribu

rupiah);   

   Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada  hari   Kamis tanggal  02 Mei  2024 Masehi,   bertepatan

dengan  tanggal   23  Syawal  1445  Hijriyah,  oleh  kami  Muhammad  Siddik,

S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta  Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.  dan

Drs.  H.  A.  Syuyuti,  M.Sy. sebagai  Hakim  Anggota,  dan  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

para  Hakim  Anggota  tersebut  dan Abdul  Ghaffar  Mubtady,  S.H.I.,  M.M.

sebagai  Panitera  Pengganti  dengan  dihadiri  Penggugat  tanpa  hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
T

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Ghaffar Mubtady, S.H.I., M.M.

Perincian Biaya : 
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1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 680.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp      825.000,00

 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
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